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ABSTRAK 

Penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul mencapai angka yang 

signifikan, yakni sebanyak 7.983 orang. Hal ini menjadikan Bantul sebagai 

kabupaten dengan jumlah disabilitas tertinggi di Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY). Menyikapi kondisi ini, Pemerintah Provinsi DIY melalui 

amanat Peraturan Daerah (Perda) DIY No. 5 Tahun 2022, melaksanakan Program 

Jaminan Kesehatan Khusus Terpadu (Jamkesus Terpadu) dengan layanan One-

day One-stop-service sebagai upaya pemenuhan hak kesehatan. Bapel Jamkesos 

dan Dinas Sosial Bantul bersinergi dalam pelaksanaan Jamkesus Terpadu untuk 

memastikan akses kesehatan bagi penyandang disabilitas. Program ini bertujuan 

untuk memberikan pelayanan kesehatan terpadu yang cepat dan mudah diakses 

bagi penyandang disabilitas. Namun, pada tahun 2023, hanya 2,5% dari 

penyandang disabilitas yang dapat mengakses layanan tersebut, menunjukkan 

rendahnya partisipasi dalam program ini. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui dan mengevaluasi implementasi Program Jaminan Kesehatan 

Khusus Terpadu (Jamkesus Terpadu) terhadap penyandang disabilitas di 

Kabupaten Bantul, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat partisipasi 

penyandang disabilitas dalam program tersebut. Penilitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

program Jamkesus Terpadu memiliki dampak positif dengan memberikan akses 

layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas melalui pendekatan One-day One-

stop-service, yang memudahkan mereka dalam mendapatkan alat bantu kesehatan 

dan layanan medis di Kabupaten Bantul. Program ini telah berhasil menjangkau 

beberapa penyandang disabilitas dan memberikan manfaat langsung, seperti 

pemberian kursi roda dan prostesis, yang sangat membantu mereka dalam 

menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, di sisi lain, program ini masih 

menghadapi beberapa kendala signifikan. Diantaranya pada aksesibilitas dan 

efektivitas layanan, antara lain minimnya sosialisasi, prosedur yang rumit, serta 

keterbatasan fasilitas. Berdasarkan teori implementasi kebijakan Merilee S. 

Grindle, keberhasilan program dipengaruhi oleh variabel isi kebijakan dan 

lingkungan implementasi. Diperlukan perbaikan dalam hal sosialisasi, 

peningkatan fasilitas, dan kerjasama antarlembaga untuk meningkatkan partisipasi 

dan keberlanjutan program bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul.  

Kata Kunci: Jamkesus Terpadu,  Penyandang Disabilitas, Pemenuhan Hak 

Kesehatan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan di 

masyarakat yang cenderung menghadapi diskriminasi. Diskriminasi  terjadi 

ketika seseorang diperlakukan atau mempunyai kesempatan yang tidak 

setara. Misalnya, diskriminasi di berbagai bidang pembangunan seperti 

akses terhadap sarana dan prasarana publik, layanan kesehatan, pendidikan, 

etenagakerjaan, politik dan sebagainya.1 Hal ini karena secara keseluruhan 

aksesibilitas bagi penyandang disabilitas masih menjadi perhatian. Tidak 

semua tempat memiliki akses  penyandang disabilitas, karena masing-

masing tempat memiliki kondisi yang berbeda-beda. Misalnya, di kantor 

pemerintah daerah  Kabupaten Bantul terdapat bangunan yang  memiliki 

jalur anak tangga, namun belum ada akses bagi penyandang disabilitas ke 

lantai dua. Maka dari itu, untuk mewujudkan sikap adil dapat dilakukan 

dengan cara menghindari tindakan diskriminasi, baik langsung maupun 

tidak langsung terhadap siapa pun tanpa terkecuali, karena setiap orang 

mempunyai hak yang sama, termasuk penyandang disabilitas.  

Sesuai dengan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia No. 

8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menjelaskan bahwa, Negara 

 
1Muhammad Ikhsan Kamil, Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang 

Disabilitas Di Kabupaten Magelang, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum, 

Universitas Islam Indonesia, 2018), hlm.2. 
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Indonesia  menjamin kelangsungan hidup setiap warganya, termasuk 

penyandang disabilitas yang memiliki kedudukan hukum dan mempunyai 

hak asasi manusia yang sama sebagai warga Negara Indonesia. Penyandang 

disabilitas tidak hanya mengalami keterbatasan fisik. Tetapi juga mengalami 

keterbatasan lainnya yang menyebabkan penyandang disabilitas mengalami 

hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif 

dengan masyarakat lainnya.2 Hal ini dijelaskan dalam pasal 1 yang diatur 

dalam undang-undang ini yaitu “Penyandang disabilitas merupakan setiap 

orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik 

dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan.” 

Adapun, penyebab seseorang mengalami disabilitas sangatlah 

beragam. Secara umum, penyebab disabilitas disebabkan oleh dua faktor, 

yang pertama adalah faktor internal seperti penyakit bawaan dan yang kedua 

adalah faktor eksternal seperti kecelakaan. Di lihat dari pemaparan tersebut, 

pemerintah melaksanakan upaya-upaya untuk menangani permasalahan 

penyandang disabilitas terutama dalam pemenuham hak. 

Beberapa upaya pemerintah untuk menangani permasalahan 

penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak, meliputi rehabilitasi sosial, 

pemberdayaan, jaminan, dan perlindungan sosial. Rehabilitasi sosial dapat 

dilakukan dalam bentuk motivasi dan diagnosa psikososial, perawatan, 

pengasuhan, bimbingan mental spiritual, pelatihan vokasional dan 

pembinaan kewirausahaan, bimbingan fisik, bimbingan sosial, konseling 

 
2Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pasal 1. 
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psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan, asistensi sosial, bimbingan 

resosialisasi, bimbingan lanjut atau rujukan, dan kepedulian pemenuhan hak 

penyandang disabilitas khususnya dibidang Kesehatan.3 Mengacu pada data 

tahun 2023, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta 

jiwa, atau sekitar 8,5% dari total populasi. Sebagian besar penyandang 

disabilitas tersebut berada pada kelompok usia lanjut.4 Oleh karena itu, 

untuk memenuhi hak penyandang disabilitas, pemerintah dapat memberikan 

pelayanan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan di bidang 

kesehatan. 

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup 

layak dan produktif. Sedangkan, merujuk pada Undang-Undang No. 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa, kesehatan adalah manusia 

dalam keadaan atau kondisinya memiliki sejahtera jasamani atau fisik, 

mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan seseorang tersebut dapat 

hidup secara ekonomi dan produktif.5 Bagi penyandang disabilitas sendiri 

kesehatan sangat penting karena untuk mencegah  kedisabilitasan dan 

menjaga penyandang disabilitas tetap hidup sehat, produktif dan 

bermartabat. 

 
3“Pemerintah Peduli pada Penyandang Disabilitas melalui Program Peningkatan Fungsi 

Sosial”, https://www.brin.go.id, diakses tanggal 2 Desember 2023. 

 

4Tratama Helmi Supanji, “Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas Indonesia”, 

https://www.kemenkopmk.go.id i, diakses pada tanggal 2 Desember 2023. 

 
5Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pasal 1.  

 

https://www.brin.go.id/news/107231/pemerintah-peduli-pada-Penyandang-disabilitas-melalui-program-peningkatan-fungsi-sosial
https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di%20indonesia#:~:text=Saat%20ini%2C%20jumlah%20penyandang%20disabilitas,disabilitas%20terbanyak%20pada%20usia%20lanjut
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Hak kesehatan bagi penyandang disabilitas sudah diatur dalam UU 

RI No 8 Tahun 2016 pasal 12 tentang penyandang disabilitas antara lain:6  

1. Memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam 

pelayanan kesehatan. 

2. Memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di 

bidang kesehatan. 

3. Memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang 

aman, bermutu, dan terjangkau. 

4. Memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya. 

5. Memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah. 

6. Memperoleh pelindungan dari upaya percobaan medis 

7. Memperoleh pelindungan dalam penelitian dan pengembangan 

kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek. 

Sehubungan dengan itu, sebagian hak tersebut sudah diwujudkan 

oleh pemerintah Indonesia melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN), yang merupakan wujud nyata dari Sistem Jaminan Sosial Nasional 

(SJSN). Ditegaskan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang 

sistem jaminan sosial nasional bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan 

untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar kesehatan seluruh warga 

negara Indonesia. Artinya, negara harus memberikan jaminan kesehatan 

kepada seluruh warga negara Indonesia, termasuk penyandang disabilitas, 

karena mereka mempunyai status dan hak yang sama. Hal ini karena 

 
6Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pasal 12. 
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penyandang disabilitas menghadapi sejumlah permasalahan khusus, salah 

satunya adalah sulitnya mencapai hak-hak sosial di bidang kesehatan. 

Pelayanan kesehatan khusus dan pendanaan yang masih terbatas seperti 

rujukan pengobatan yang rumit dan akses transportasi terbatas. Oleh karena 

itu, pemberian layanan medis khususnya bagi penyandang disabilitas sangat 

diperlukan.   

Menyadari permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas 

tersebut, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berupaya 

melindungi dan melaksanakan hak atas kesehatan melalui amanat Peraturan 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang 

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang 

Disabilitas. Perda ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyandang 

disabilitas memiliki akses yang setara terhadap berbagai aspek kehidupan, 

termasuk hak atas pelayanan kesehatan. Pada pasal 29 Perda ini, pemerintah 

daerah diwajibkan menyediakan fasilitas kesehatan yang inklusif dan ramah 

disabilitas.7 Pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas harus 

mencakup sarana dan prasarana yang dapat diakses dengan mudah, serta 

akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan individu. Selain itu, tenaga 

kesehatan yang melayani mereka harus memiliki kompetensi khusus dalam 

menangani kondisi penyandang disabilitas, sehingga perawatan yang 

diberikan bersifat aman, berkualitas, dan sesuai dengan kondisi medis 

 
7Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, 

Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, pasal 29. 
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mereka. Dengan aturan ini, pemerintah DIY bertujuan untuk menghilangkan 

hambatan aksesibilitas dan memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat 

memperoleh hak yang sama atas layanan kesehatan tanpa diskriminasi.  

Salah satu upaya pemerintah DIY adalah memberikan pelayanan 

jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas miskin dan rentan miskin 

yang disebut Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) yang diatur lebih lanjut 

melalui Peraturan Gubernur DIY Nomor. 50 Tahun 2017 tentang Sistem 

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas 

yang mencabut Peraturan Gubernur DIY No. 51 Tahun 2013. Jamkesus 

merupakan jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas yang 

dilaksanakan secara terkoordinasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah 

Istimewa Yogyakarta dengan pemerintah kab/kota yang diakomodir oleh 

Bapel Jamkesos. Tujuan penyelenggaraan jaminan kesehatan khusus bagi 

penyandang disabilitas adalah untuk menjamin pelayanan kesehatan dan 

dukungan medis yang berkelanjutan, mudah diakses, dan terjangkau bagi 

penyandang disabilitas yang diperlukan sesuai indikasi pelayanan 

kesehatan, secara terkoordinasi dan terpadu antar daerah dan 

kabupaten/kota.8 

Peserta Jamkesus adalah penyandang disabilitas yang miskin dan 

rentan miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan seperti alat bantu 

yang tidak terjamin oleh BPJS Kesehatan.  Sedangkan paket manfaat yang 

 
8Peraturan Gubernur DIY Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Sistem Penyelenggaraan 

Jaminan Kesehatan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas. 
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diberikan berupa pelayanan kesehatan dan alat bantu kesehatan meliputi: 

penyuluhan kesehatan, imunisasi, pelayanan keluarga berencana, rawat 

jalan, rawat inap di kelas III rumah sakit, pemberian  alat bantu dan  obat-

obatan sesuai dengan kebutuhan, pelayanan gawat darurat serta tindakan 

medis lainnya.  Selain itu, program Jamkesus terpadu ini memberikan 

pelayanan kesehatan khususnya alat bantu kesehatan untuk penyandang 

disabilitas berdasarkan indikasi medis dalam pelayanan one stop service 

(satu tempat dan waktu yang singkat). Pelayanan one stop service yang 

dikenal sebagai Jamkesus Terpadu dirancang untuk memberikan layanan 

kesehatan secara khusus kepada penyandang disabilitas dalam satu tempat 

dan waktu yang singkat. Program Jamkesus Terpadu ini fokus pada 

penyediaan alat bantu kesehatan yang didasarkan pada indikasi medis. 

Layanan ini mencakup berbagai alat bantu kesehatan seperti kursi roda 

adaptif, yang disesuaikan dengan 8 langkah layanan kursi roda dari WHO, 

serta orthosis prosthesis (kaki atau tangan palsu, kruk, brace, AFO, dan 

lainnya). Jenis dan kebutuhan alat bantu yang diberikan disesuaikan dengan 

hasil assessment dan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter umum serta 

dokter spesialis yang tersedia di pelayanan Jamkesus.9 

Program tersebut dilaksanakan sebagai tanggapan terhadap jumlah 

penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta yang signifikan. 

Adapun jumlah penyandang disabilitas di DIY pada tahun 2022 berjumlah 

 
9 Bapel Jamkessos, “Mekanisme Pelayanan Jamkesus Terpadu Penyandang Disabilitas”,  

https://jamkesos.jogjaprov.go.id/index.php/news/detail_news/mekanisme-pelayanan-jamkesus-
terpadu-penyandang-disabilitas-tahun-2022, diakses pada tanggal 24 Desember 2023 

https://jamkesos.jogjaprov.go.id/index.php/news/detail_news/mekanisme-pelayanan-jamkesus-terpadu-penyandang-disabilitas-tahun-2022
https://jamkesos.jogjaprov.go.id/index.php/news/detail_news/mekanisme-pelayanan-jamkesus-terpadu-penyandang-disabilitas-tahun-2022
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28.137 orang. Persebaran jumlah penyandang disabilitas berdasarkan 

kabupaten/kota pada tahun 2022 tercatat dalam tabel 1 di bawah ini. 10 

Tabel 1. Penyandang Disabilitas DIY 2022 

   

Sumber: Laporan Hasil Pemutakhiran Data PPKS Tahun 2022 

Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Bantul menjadi daerah 

dengan jumlah penyandang disabilitas terbanyak di Provinsi DIY. 

Kemudian, pada tahun 2023 Kabupaten Bantul mengalami penurunan 

jumlah penyandang disabilitas yang berjumlah 7.769 orang. Dari jumlah 

tersebut, tercatat 194 orang yang mengikuti kepesertaan Jamkesus Terpadu 

pada tahun 2023 tersebut (Dinas Sosial Bantul, 2023). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hanya 2,50% yang dapat mengakses layanan Jamkesus. 

Angka presentase tersebut masih jauh dari harapan yang dapat disebabkan 

oleh beberapa faktor, seperti kelayakan untuk berpartisipasi, kurangnya 

informasi mengenai program atau penyandang disabilitas belum sepenuhnya 

memahami skema Jamkesus, serta ketersediaan fasilitas dan tenaga medis 

yang tidak semuanya sesuai untuk penyandang disabilitas. Hal ini terbukti 

 
10Data PPKS Penyandang Disabilitas Tahun 2022, https://dinsos.jogjaprov.go.id/wp-

content/uploads/2023/10/DATA-PILAH-PEMUTAKHIRAN-DATA-PPKS-TAHUN-2022.pdf, 

diakses tanggal 5 Desember 2023. 

  

Kabupaten/Kota Jumlah Penyandang Disabilitas  

(orang) 

Kota Yogyakarta 2.140 

Kabupaten Bantul 7.983 

Kabupaten Kulon Progo 5.246 

Kabupaten Gunungkidul 5.913 

Kabupaten Sleman 6.855 

Total 28.137 

https://dinsos.jogjaprov.go.id/wp-content/uploads/2023/10/DATA-PILAH-PEMUTAKHIRAN-DATA-PPKS-TAHUN-2022.pdf
https://dinsos.jogjaprov.go.id/wp-content/uploads/2023/10/DATA-PILAH-PEMUTAKHIRAN-DATA-PPKS-TAHUN-2022.pdf
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pada evaluasi program Jamkesus tahun 2013-2015 yang menunjukkan 

bahwa akses terhadap Jamkesus masih jauh dari harapan (Kementerian PAN 

dan RB, 2017). Selain itu, rumitnya prosedur dan jarak yang jauh ke lokasi 

pemberian layanan juga menjadi hambatan aksesibilitas program ini.11 

Sehingga dapat dilihat bahwa implementasi kebijakan dalam program 

Jamkesus tersebut belum terlaksana sesuai yang diharapkan. 

Implementasi kebijakan atau program merupakan tahapan yang 

sangat penting untuk menentukan arah terwujudnya tujuan kebijakan 

sebagai akibat dari tindakan pemerintah. Kebijakan lebih mudah 

diimplementasikan ketika pemerintah dan masyarakatnya seimbang. 

Berkaitan dengan implementasi kebijakan yang dilaksanakan dalam 

program Jamkesus, tidak lepas dari berbagai faktor atau variabel yang 

mempengaruhinya. Maka dari itu, sangat diperlukan revaluasi yang dapat 

dijadikan bahan untuk penyelesaian sehingga tercapainya peningkatan 

peserta program Jamkesus di Kabupaten Bantul. 

Berdasarkan paparan diatas peneliti tertarik untuk meneliti 

implementasi progam Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) Terpadu 

terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul. 

 
11Kementerian PAN dan RB, “Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017, 

https://rb.bps.go.id/CIrbbps/assets/pdf/2017%20Buku_TOP_99_2017.pdf, diakses 5 Desember 

2023, hlm. 52 

https://rb.bps.go.id/CIrbbps/assets/pdf/2017%20Buku_TOP_99_2017.pdf
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

yang akan dikaji oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi progam Jaminan Kesehatan Khusus 

(Jamkesus) Terpadu terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten 

Bantul ? 

2. Bagaimana evaluasi implementasi progam Jaminan Kesehatan 

Khusus (Jamkesus) Terpadu terhadap penyandang disabilitas di 

Kabupaten Bantul ? 

3. Bagaimana dampak implementasi program Jaminan Kesehatan 

Khusus (Jamkesus) Terpadu terhadap penyandang disabilitas di 

Kabupaten Bantul? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan 

sebelumnya, yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

implementasi progam Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) Terpadu 

terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul. Kemudian, untuk 

mengetahui keberhasilan implementasi progam Jaminan Kesehatan 

Khusus (Jamkesus) Terpadu terhadap penyandang disabilitas di 

Kabupaten Bantul berdasarkan teori Marilee S. Grindle. 
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2. Kegunaan penelitian  

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut: 

a. Teorits 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah terutama dalam 

program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang berkaitan dengan 

implementasi program dalam pemenuhan hak dibidang 

kesehatan terhadap penyandang disabilitas. 

b. Praktis 

Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan 

pengetahuan peneliti tentang implementasi program dan hak 

pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. 

D. Kajian Pustaka 

Setelah melakukan peninjauan terhadap beberapa sumber referensi, 

peneliti mengidentifikasi beberapa sumber yang dapat dikelompokkan ke 

dalam empat tema berikut: 

1. Aksesibilitas Kesehatan untuk Penyandang Disabilitas 

Pertama, penelitian jurnal oleh Tessalonica Siahaan dan Mitro 

Subroto yang berjudul “Optimalisasi Aksesibilitas Kursi Roda di Lapas: 

Penjaminan Hak Kesehatan dan Rehabilitasi Narapidana Penyandang 
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Disabilitas”.12 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

penekanan pada pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa beberapa lapas telah memenuhi standar 

aksesibilitas dengan baik, masih banyak lapas yang menghadapi 

hambatan. Perbaikan infrastruktur fisik dan layanan kesehatan di lapas 

harus menjadi prioritas utama untuk memastikan perlindungan hak-hak 

dasar penyandang disabilitas dan membantu mereka menjalani masa 

hukuman dengan lebih layak.  

Kajian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian sekarang 

yaitu membahas tentang aksesibilitas hak kesehatan terhadap 

penyandang disabilitas. Perbedaannya, kajian tersebut fokusnya pada 

penjaminan hak kesehatan dan rehabilitasi pada penyandang disabilitas 

di lapas untuk mendapatkan kursi roda. Sedangkan, penelitian sekarang 

fokusnya tidak hanya aksesibilitas kursi roda, tetapi bagaimana 

pelaksanaan program Jamkesus untuk memenuhi aksesibilitas hak 

kesehatan secara umum pada penyandang disabilitas di Kabupaten 

Bantul. 

Kedua, penelitian jurnal oleh Aditya Wildan Mahera dkk yang 

berjudul “Implementasi Prinsip Kesetaraan dalam Akses Layanan 

Kesehatan terhadap Penyandang Disabilitas”.13 Metode penelitian yang 

diterapkan adalah pendekatan yuridis normatif. Sumber hukum primer 

 
12 Tessalonica Siahaan dan Mitro Subroto, “Optimalisasi Aksesibilitas Kursi Roda di 

Lapas: Penjaminan Hak Kesehatan dan Rehabilitasi Narapidana Penyandang Disabilitas”, Jurnal 

Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, vol. 7: 3 (November, 2023), hlm. 3.  
13 Aditya Wildan Mahera, dkk., “Implementasi Prinsip Kesetaraan dalam Akses Layanan 

Kesehatan terhadap Penyandang Disabilitas”, Jurnal Pendidikan Tambusai, vol.7:3 (2023), hlm. 3. 
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yang digunakan mencakup UUD 1945, UU No 8 tahun 2016 tentang 

penyandang disabilitas, dan UU No 19 tahun 2011 tentang ratifikasi 

konvensi hak-hak penyandang disabilitas. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan penting untuk memastikan 

akses yang sama terhadap layanan kesehatan penyandang disabilitas. 

Prinsip ini menegaskan hak setiap individu untuk menerima pelayanan 

kesehatan berkualitas tanpa diskriminasi. Fasilitas kesehatan juga harus 

dirancang untuk memudahkan akses bagi berbagai jenis disabilitas. 

Selain itu, penting untuk melatih staf kesehatan dan medis agar lebih 

memahami kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas. 

Kajian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian sekarang 

yaitu membahas tentang aksesibilitas layanan kesehatan terhadap 

penyandang disabilitas. Perbedaanya, kajian sebelumnya menerapkan 

metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber 

hukum primer untuk mengetahui akses layanan kesehatan bagi 

penyandang disabilitas dengan prinsip kesetaraan. Sementara itu, 

penelitian saat ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk meneliti 

bagaimana penyandang disabilitas memperoleh hak kesehatan melalui 

program Jamkesus. 

2. Pelayanan Kesehatan Untuk Penyandang Disabilitas 

Pertama, penelitian skripsi oleh Lilis Nurhidayati yang berjudul 

“Gambaran Pelayanan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas 

Intelektual Di Wilayah Kerja Puskesmas Jambon Kabupaten 
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Ponorogo”.14 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

penekanan pada pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa dalam memberikan layanan kesehatan kepada 

individu dengan disabilitas intelektual di daerah yang dilayani oleh 

Puskesmas Jambon, terungkap bahwa efektivitasnya masih belum 

optimal. Perbedaan dalam kualitas pelayanan kesehatan yang diterima 

oleh individu dengan disabilitas intelektual di antara Desa Sidoharjo 

dan Desa Krebet masih menjadi perhatian. Hal tersebut diketahui 

kendala pelayanan kesehatan meliputi masalah pendanaan, keterbatasan 

kader sosial yang sibuk, serta kendala dalam transportasi.  

Kajian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian sekarang 

yaitu meneliti tentang pelayanan kesehatan terhadap penyandang 

disabilitas. Perbedaannya, penelitian sebelumnya hanya fokus pada 

penyandang disabilitas intelektual, sementara penelitian sekarang 

mengulas pelayanan kesehatan melalui program Jamkesus untuk 

berbagai jenis penyandang disabilitas. 

Kedua, penelitian jurnal oleh Maria Petronela W.M dkk yang 

berjudul “Analisis Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Informasi Dan 

Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Penyandang Disabilitas Di Kota 

 
14 Llilis Nurhidayati, Gambaran Pelayanan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas 

Intelektual Di Wilayah Kerja Puskesmas Jambon Kabupaten Ponorogo, Skripsi (Semarang: 

Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang, 2016), hlm. 

72.  
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Semarang”.15 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

penekanan pada pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa hak kesehatan reproduksi mereka masih belum maksimal karena 

berbagai faktor seperti kurangnya alokasi dana pemerintah, minimnya 

sosialisasi, kesulitan komunikasi dengan tenaga kesehatan, kurangnya 

dukungan masyarakat, dan ketidakterlaksanaan kebijakan yang telah 

dibuat. Akibatnya,. Pelayanan hak kesehatan reproduksi bagi 

perempuan penyandang disabilitas di Kota Semarang belum memenuhi 

atau optimal.  

Kajian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian sekarang 

yaitu meneliti pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. 

Perbedaannya terdapat pada penelitian sebelumnya yang fokus 

membahas pelayanan hak kesehatan reproduksi perempuan penyandang 

disabilitas di Kota Semarang, sementara penelitian sekarang membahas 

pelayanan hak kesehatan secara umum untuk semua jenis penyandang 

disabilitas melalui program Jamkesus di Kabupaten Bantul. 

Ketiga, penelitian jurnal oleh Rut Dwi  Ardiyanti yang berjudul 

“Implementasi Program Jaminan Kesehatan Khusus Terpadu dalam 

Upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Kesehatan Penyandang 

Disabilitas”.16 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

 
15 Maria Petronela W.M, dkk., “Analisis Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Informasi 

Dan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Penyandang Disabilitas Di Kota Semarang, Jurnal 

USM Law Review, Vol. 4: 2 (2021), hlm. 52. 
16 Rut Dwi Ardiyantini, “Implementasi Program Jaminan Kesehatan Khusus Terpadu 

dalam Upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas”, Journal of 

Social Development Studies, vol. 2:1 (Maret, 2021).  
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penekanan pada pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa meskipun implementasi program Jamkesus masih memiliki 

masalah dalam lima indikator, seperti cakupan sasaran, frekuensi, bias, 

ketepatan layanan, dan akuntabilitas, namun program ini memberikan 

manfaat langsung bagi penyandang disabilitas. Meskipun demikian, 

dampak jangka menengah masih belum sepenuhnya terwujud, 

sementara dampak jangka panjang memberikan harapan untuk 

kemajuan program di masa mendatang. 

Kajian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian sekarang 

yaitu meneliti bagaimana program Jamkesus memberikan pelayanan 

kesehatan kepada penyandang disabilitas. Perbedaannya terletak pada 

lokasi penelitian, dimana penelitian sebelumnya berfokus pada 

Kabupaten Gunungkidul, sedangkan penelitian ini berfokus pada 

Kabupaten Bantul. 

Keempat, penelitian jurnal oleh Mohamad Ashraff dan Mitro 

Subroto yang berjudul “Implementasi Pelayanan Kesehatan Bagi 

Narapidana Disabilitas Di Lapas Kelas IIA Purwokerto”.17 Penelitian 

ini menggunakan metode kualitatif dengan penekanan pada pendekatan 

deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Beberapa aspek 

pelayanan kesehatan bagi narapidana disabilitas telah dilaksanakan dan 

dipenuhi, seperti responsif, jaminan, dan empati. Namun, masih ada 

aspek yang kurang terpenuhi, seperti fasilitas fisik dan kepercayaan. 

 
17 Mohamad Ashraff dan Mitro Subroto, “Implementasi Pelayanan Kesehatan Bagi 

Narapidana Disabilitas Di Lapas Kelas IIA Purwokerto”, Jurnal Hukum Responsif, vol. 13: 1 

(Februari, 2022), hlm. 7-11.  
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Fasilitas fisik perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan 

kesehatan narapidana disabilitas. Selain itu, keberadaan dokter dan 

apoteker yang sangat penting untuk menjaga kualitas layanan kesehatan 

di Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto belum 

optimal. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan bagi narapidana 

disabilitas di lembaga tersebut perlu ditingkatkan dan memerlukan 

perhatian lebih dari pihak terkait. 

Kajian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian sekarang 

yaitu meneliti bagaimana pelaksanaan layanan kesehatan terhadap 

penyandang disabilitas. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian, 

di mana studi sebelumnya meneliti narapidana penyandang disabilitas 

di Lapas IIA Purwokerto, sedangkan penelitian saat ini memusatkan 

pada penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul. 

3. Kebijakan Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas  

Pertama, penelitian jurnal oleh Nurika Falah Ilmania dan Nofi Sri 

Utami yang berjudul “Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Penyandang 

Disabilitas Sebagai Upaya Perlindungan Sosial”.18 Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan 

konseptual dan pendekatan perundnagn-undangan. Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa hak kesehatan bagi penyandang disabilitas 

telah diatur secara tegas dalam peraturan internasional dan nasional, 

seperti Pasal 25a konvensi hak-hak penyandang disabilitas dan Pasal 5 

 
18Nurika Falah Ilmania dan Nofi Sri Utami, “Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi 

Penyandang Disabilitas Sebagai Upaya Perlindungan Sosial”, Jurnal Fakultas Hukum: Universitas 

Malang, vol. 2: 1 (Januari, 2021), hlm. 7.  
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UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Meskipun telah 

ada upaya kebijakan yang responsif, implementasinya belum berjalan 

secara optimal. Oleh karena itu, negara dan masyarakat memiliki 

tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak kesehatan bagi 

penyandang disabilitas sebagai bagian dari perlindungan sosial, 

terutama di bidang kesehatan. 

Kajian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian sekarang 

yaitu membahas tentang pemenuhan hak kesehatan bagi penyandang 

disabilitas.. Perbedaannya, penelitian sebelumnya memiliki pendekatan 

yang lebih umum terhadap perlindungan sosial bagi penyandang 

disabilitas, termasuk kebijakan dan program yang ada, sedangkan 

penelitian saat ini berfokus pada evaluasi program Jamkesus di 

Kabupaten Bantul. 

Kedua, penelitian skripsi oleh Maria Angela Aniendita Permata 

Sari yang berjudul “Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Penyandang 

Disabilitas di Kabupaten Bantul Sebagai Implementasi Peraturan 

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012”.19 

Metode penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bantul telah 

berusaha memenuhi hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas 

bantuan sosial seperti jaminan kesehatan. Namun, realisasi dari jaminan 

 
19Maria Angela Aniendita Permata Sari, Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi 

Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul Sebagai Implementasi Peraturan Daerah Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012, Skripsi (Yogyakarja: Jurusan Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum Ekonomi dan Bisnis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), hlm. 40-43.  
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kesehatan tersebut bergantung pada keputusan individu penyandang 

disabilitas untuk memperjuangkan haknya. Selain itu, sosialisasi 

peraturan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum 

dilaksanakan secara optimal, sehingga implementasi dari Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2012 masih belum melibatkan banyak pihak 

seperti yang diharapkan. 

Kajian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian saat ini yaitu 

meneliti tentang program jaminan kesehatan bagi penyandang 

disabilitas di Kabupaten Bantul. Perbedaannya, penelitian sebelumnya 

memiliki cakupan yang lebih luas yaitu mencakup semua aspek 

implementasi kebijakan daerah terkait, sementara penelitian saat ini 

lebih spesifik fokus pada implementasi program Jamkesus di 

Kabupaten Bantul. 

4. Hambatan Pemenuhan Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas 

Penelitian jurnal oleh Heri Puspito dkk yang berjudul “Faktor 

penghambat pemenuhan hak kesehatan reproduksi penyandang 

disabilitas (studi pada remaja SMP di SLB negeri Bantul 

Yogyakarta)”.20 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

penekanan pada pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada 

remaja di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri di Bantul, D.I. Yogyakarta 

masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, 

 
20Heri Puspito, dkk., “Faktor penghambat pemenuhan hak kesehatan reproduksi 

penyandang disabilitas (studi pada remaja SMP di SLB negeri Bantul Yogyakarta)”, Jurnal 

Kesehatan Masyarakat : Universitas Diponegoro, vol. 18: 2 (September, 2019), hlm. 13.    
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termasuk kurangnya sosialisasi dari instansi pemerintah Kabupaten 

Bantul, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas fisik yang tidak 

mencukupi untuk mendukung remaja disabilitas di sekolah maupun di 

masyarakat, serta keterbatasan wewenang, kerjasama antarorganisasi 

lintas sektor juga belum efektif, dan proses pengorganisasian serta 

interpretasi masih perlu disempurnakan. 

Kajian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian sekarang 

yaitu membahas mengenai isu layanan kesehatan penyandang 

disabilitas di Kabupaten Bantul. Perbedaanya, kajian tersebut 

mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pemenuhan hak kesehatan 

reproduksi penyandang disabilitas, sementara yang kedua menyoroti 

implementasi program jaminan kesehatan khusus untuk penyandang 

disabilitas. 

Berdasarkan pemaparan beberapa kajian di atas yang 

dikelompokkan menjadi empat tema tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pemenuhan hak kesehatan bagi penyandang disabilitas memiliki 

signifikansi yang besar. Hal ini mencakup implementasi, pelayanan, 

aksesibilitas, kebijakan, dan hambatan yang perlu diatasi. Pemenuhan 

hak kesehatan ini penting untuk mencapai kesejahteraan bagi 

penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat berperan aktif dan 

produktif dalam masyarakat. Terkait dengan hal ini, peneliti akan 

mengkaji bagaimana implementasi program Jaminan Kesehatan Khusus 

(Jamkesus) pada penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul. 
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E. Kerangka Teori 

1. Konsep Implementasi Kebijakan atau Program 

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

adalah   penerapan, pelaksanaan atau mengimplementasikan sesuatu 

seperti rencana, kebijakan, atau program.21 Sedangkan, implementasi 

kebijakan merupakan langkah-langkah yang dilaksanakan setelah 

kebijakan dirumuskan dan disahkankan oleh pemerintah.22 Jika 

kebijakan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, maka tidak 

memberikan manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, implementasi 

kebijakan memiliki peran yang penting dalam menentukan keberhasilan 

suatu kebijakan. 

Salah satu komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dari 

sebuah kebijakan tersebut adalah program. Hal ini karena program 

merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan dalam suatu kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan 

akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing 

variabel tersebut saling berhubungan  satu sama lain. Dalam proses 

implementasi kebijakan, terdapat beberapa pandangan dari para ahli 

yang memberikan penjelasan terkait tahapan dan variabel yang 

mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Menurut Jones 

sebagaimana dikutip oleh Joko Widodo dalam Analisis Kebijakan 

 
21Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Implementasi, di akses dari 

https://kbbi.web.id/implementasi pada tanggal 6 Desember 2023. 

 
22Awan dan Yudi Rusfiana, Teori dan Analisis Kabijakan Publik, cet. 1 (Bandung: 

Alfabeta, 2016), hlm. 57. 

https://kbbi.web.id/implementasi
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Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik (2012), 

implementasi kebijakan terdiri dari tiga tahapan penting. Pertama, 

tahapan interpretasi (interpretation), yang merupakan tahap penjabaran 

kebijakan dalam bentuk teknis operasional. Pada tahap ini, fokus 

utamanya adalah mengkomunikasikan atau mensosialisasikan kebijakan 

agar seluruh masyarakat memahami tujuan dan sasaran kebijakan 

tersebut. Kedua, tahapan pengorganisasian (organizing), yang meliputi 

kegiatan pengaturan seperti penetapan pelaksana kebijakan, pengaturan 

anggaran, serta penyediaan sarana dan prasarana. Tahap ini juga 

mencakup manajemen pelaksana kebijakan, termasuk pola 

kepemimpinan dan koordinasi antar pihak. Ketiga, tahapan aplikasi 

(application), yaitu tahap penerapan dari rencana implementasi 

kebijakan ke dalam tindakan nyata, di mana kebijakan mulai 

diwujudkan dan dilaksanakan.23  

Sedangkan menurut Merilee S. Grindle sebagaimana dikutip oleh 

Subarsono dalam Analisis Kebijakan Publik (2023), keberhasilan 

implementasi kebijakan sebagai hasil dari dua variabel utama yaitu isi 

kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of 

implementation).24 Variabel isi kebijakan mencakup beberapa aspek, 

seperti: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups 

tercermin dalam kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh kelompok 

 
23Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses  

Kebijakan  Publik, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 90. 

 
24Subarsono, Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi), cet. 12 

(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2023), hlm. 93. 
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sasaran, tingkat perubahan yang diinginkan dari kebijakan, ketepatan 

lokasi program, kejelasan peran implementor dalam kebijakan, serta 

dukungan sumber daya yang memadai. Sementara itu, variabel 

lingkungan implementasi mencakup: kekuasaan, kepentingan, dan 

strategi para aktor yang terlibat dalam implementasi, karakteristik 

institusi yang berkuasa, serta tingkat kepatuhan dan responsivitas 

kelompok sasaran terhadap kebijakan. 

Penulis menggunakan teori model Merilee S. Grindle untuk 

membandingkan hasil lapangan dengan isi kebijakan dengan 

memahami faktor-faktor yang memengaruhi implementasi program 

Jamkesus terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul.  

Fenomena isi kebijakan Teori Grindle meliputi enam hal, yaitu:  

a. Kepentingan kelompok sasaran : pentingnya memperhatikan 

kepentingan kelompok yang menjadi sasaran dalam sebuah program 

kebijakan. 

b. Tipe manfaat : keterkaitan dengan kepentingan kelompok sasaran 

untuk mencapai manfaat yang optimal bagi mereka. 

c. Derajat perubahan yang diinginkan : tujuan setiap program adalah 

untuk memperbaiki kondisi atau mencapai perubahan yang lebih 

baik untuk pemerintah sebagai pelaksana dan juga masyarakat 

sebagai kelompok sasaran. 

d. Letak pengambilan keputusan : pentingnya pengambilan program 

sudah tepat sesuai dengan lembaga. 
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e. Pelaksanaan program : klarifikasi tentang siapa yang bertanggung 

jawab melaksanakan program untuk memperlancar pelaksanaannya. 

f. Sumber Daya Manusia yang dilibatkan : perlunya SDM yang 

berkualitas dan memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas 

untuk menjalankan program dengan baik. 

Sedangkan lingkungan implementasi meliputi tiga hal, yaitu: 

a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi implementasi: faktor-faktor ini 

menentukan kemampuan untuk mewujudkan keinginan dan aspirasi 

rakyat melalui implementasi kebijakan. Strategi yang baik dapat 

meningkatkan kesuksesan pelaksanaan. 

b. Karakteristik lembaga dan penguasa : lembaga dan penguasa 

mempengaruhi kebijakan yang diambil pemerintah. Jika penguasa 

tersebut memprioritaskan kepentingan rakyat, maka kesejahteraan 

dapat lebih mudah tercapai.  

c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran: peran aktif 

kelompok sasaran terhadap program pemerintah sangat penting. Hal 

ini berdampak besar pada pelaksanaan program tersebut. Program 

yang dilakukan bertujuan untuk kepentingan rakyat, sehingga 

kerjasama antara pemerintah dan rakyat sangatlah penting. 

Teori implementasi kebijakan atau program menurut Merilee 

S.Grindle dapat dilihat pada gambar 1, berikut ini: 
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Gambar 1. 

Model Merilee S. Grindle 

Sumber : Subarsono (2023: 94) 

2. Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas  

Perlindungan sosial untuk penyandang disabilitas merupakan 

komponen penting dalam upaya mewujudkan kesetaraan dalam 

aksesibilitas. Salah satu perlindungan sosial tersebur adalah 

memberikan pelayanan kesehatan untuk penyandang disabilitas. 

Menurut International Labour Organization (ILO) (Raditia, Elsa, dan 

Eldi, 2014), mendefinisikan perlindungan sosial sebagai sebuah sistem 

yang disediakan melalui serangkaian kebijakan publik untuk 

meminimalkan dampak dari guncangan ekonomi dan sosial yang dapat 

disebabkan oleh hilangnya atau berkurangnya pendapatan sebagai 

akibat dari, penyakit yang diderita, kehamilan, kecelakaan kerja, 
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pengangguran, disabilitas, usia tua, atau kematian.25 Sistem 

perlindungan sosial yang komprehensif diantaranya dapat terdiri dari 

program jaminan sosial, bantuan sosial, serta mencakup skema-skema 

bantuan dan jaminan dana yang didanai oleh pemerintah maupun 

kontribusi dari pesertanya.  

Salah satu bentuk perlindungan sosial adalah memberikan 

pelayanan kesehatan kepada penyandang disabilitas. Hal ini bertujuan 

untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan akses yang setara dan 

layak terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkan, mengingat 

penyandang disabilitas sering menghadapi hambatan fisik, sosial, dan 

ekonomi yang lebih besar dibandingkan kelompok lain dalam 

mengakses fasilitas kesehatan. Pelayanan kesehatan yang diberikan 

kepada penyandang disabilitas harus mempertimbangkan kebutuhan 

spesifik mereka, seperti penyediaan alat bantu, terapi rehabilitasi, serta 

dukungan psikososial yang dapat membantu meningkatkan kualitas 

hidup mereka. Selain itu, hambatan struktural seperti infrastruktur yang 

tidak ramah disabilitas dan keterbatasan ekonomi sering kali 

menghalangi akses mereka terhadap layanan kesehatan yang layak.  

Salah satu bentuk perlindungan sosial adalah memberikan 

pelayanan kesehatan kepada penyandang disabilitas. Hal ini bertujuan 

untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan akses yang setara dan 

layak terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkan, mengingat 

 
25Raditia Wahyu Supriyanto, dkk. Perlindungan Sosial Di Indonesia: Tantangan Dan 

Arah Ke Depan (Jakarta: Bappenas, 2014), hlm. 5.        
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penyandang disabilitas sering menghadapi hambatan fisik, sosial, dan 

ekonomi yang lebih besar dibandingkan kelompok lain dalam 

mengakses fasilitas kesehatan. Pelayanan kesehatan yang diberikan 

kepada penyandang disabilitas harus mempertimbangkan kebutuhan 

spesifik mereka, seperti penyediaan alat bantu, terapi rehabilitasi, serta 

dukungan psikososial yang dapat membantu meningkatkan kualitas 

hidup mereka. Selain itu, hambatan struktural seperti infrastruktur yang 

tidak ramah disabilitas dan keterbatasan ekonomi sering kali 

menghalangi akses mereka terhadap layanan kesehatan yang layak. 

Program Jamkesus Terpadu Indonesia merupakan salah satu 

langkah konkret dalam mewujudkan perlindungan sosial di bidang 

kesehatan bagi penyandang disabilitas. Program ini dirancang khusus 

untuk mengatasi tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam 

mengakses layanan kesehatan, dengan memberikan akses ke layanan 

medis yang spesifik sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti alat bantu 

kesehatan, layanan fisioterapi, serta dukungan medis lainnya. Dengan 

adanya program ini, penyandang disabilitas diharapkan tidak hanya 

terlindungi dari beban finansial akibat kebutuhan medis, tetapi juga 

dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dan sesuai 

dengan kondisi mereka.26 

Jamksesus Terpadu juga berperan dalam mengurangi kesenjangan 

 
26Bappeda DIY, "Implementasi Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) Sebagai Salah 

Satu Upaya Pemenuhan dan Perlindungan," https://bappeda.jogjaprov.go.id/artikel/detail/49-

implementasi-jaminan-kesehatan-khusus-jamkesus-sebagai-salah-satu-upaya-pemenuhan-dan-

perlindungan, diakses pada tanggal 10 Desember 2023. 

https://bappeda.jogjaprov.go.id/artikel/detail/49-implementasi-jaminan-kesehatan-khusus-jamkesus-sebagai-salah-satu-upaya-pemenuhan-dan-perlindungan
https://bappeda.jogjaprov.go.id/artikel/detail/49-implementasi-jaminan-kesehatan-khusus-jamkesus-sebagai-salah-satu-upaya-pemenuhan-dan-perlindungan
https://bappeda.jogjaprov.go.id/artikel/detail/49-implementasi-jaminan-kesehatan-khusus-jamkesus-sebagai-salah-satu-upaya-pemenuhan-dan-perlindungan
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dalam akses pelayanan kesehatan antara penyandang disabilitas dan 

masyarakat umum. Melalui program ini, pemerintah berupaya 

memastikan bahwa perlindungan sosial benar-benar dapat diakses oleh 

seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti 

penyandang disabilitas. Selain itu, Jamkesus Terpadu turut mendukung 

terwujudnya keadilan sosial dengan memfasilitasi akses ke layanan 

kesehatan.    

3. Penyandang Disabilitas  

Menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 

Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan 

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas 

didefinisikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, 

intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama.27 

Kondisi ini dapat mempengaruhi individu dalam menjalani interaksi 

sehari-hari dengan lingkungannya, sehingga menimbulkan berbagai 

hambatan. Hambatan ini sering kali menghalangi mereka untuk 

berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan masyarakat. 

Definisi ini menunjukkan bahwa disabilitas bukan hanya terkait dengan 

kondisi medis individu, tetapi juga merupakan hasil dari interaksi antara 

keterbatasan individu dan hambatan yang ada di lingkungan sekitarnya. 

Berkaitan dengan hak asasi manusia, penyandang disabilitas memiliki 

kedudukan hukum yang setara dengan masyarakat lainnya. Mereka 

 
27Peraturan Daerah (PERDA) DIY Nomor 5 Tahun  2022  Tentang Pelaksanaan 

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas  Pasal 1 Ayat (4). 
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memiliki hak yang sama untuk hidup maju dan berkembang secara adil 

serta bermartabat. Hal ini menekankan bahwa disabilitas bukanlah 

alasan untuk mengurangi hak asasi manusia, tetapi justru perlu adanya 

upaya lebih untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang ada. 

Ragam penyandang disabilitas dalam Peraturan Daerah ini 

mencakup empat jenis utama, yaitu disabilitas fisik, intelektual, mental, 

dan sensorik. Disabilitas fisik mengacu pada keterbatasan fungsi tubuh 

yang mempengaruhi mobilitas, seperti kehilangan fungsi anggota tubuh. 

Disabilitas intelektual berkaitan dengan keterbatasan dalam kemampuan 

kognitif atau intelektual yang mempengaruhi proses berpikir dan 

kemampuan belajar. Sementara itu, disabilitas mental meliputi 

gangguan kejiwaan yang mempengaruhi emosi dan perilaku individu, 

seperti gangguan depresi berat atau skizofrenia. Disabilitas sensorik 

mencakup keterbatasan pada pancaindra, seperti gangguan pendengaran 

atau penglihatan. Ragam disabilitas ini dapat dialami secara tunggal, 

ganda, atau multi disabilitas dalam jangka waktu yang lama, dan 

biasanya ditetapkan melalui diagnosis oleh tenaga medis yang 

berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Setiap ragam disabilitas ini memerlukan pendekatan penanganan yang 

berbeda, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu. 

Penyandang disabilitas juga dijelaskan oleh buku Pedoman 

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi Penyandang 

Disabilitas Usia Dewasa. Menurut pedoman ini, penyandang disabilitas 
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didefinisikan sebagai individu yang mengalami keterbatasan fisik, 

mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang panjang. 

Keterbatasan ini berdampak pada kemampuan mereka dalam menjalani 

kehidupan sehari-hari dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 

Ketika keterbatasan tersebut berinteraksi dengan hambatan lingkungan, 

maka akan muncul kesulitan bagi penyandang disabilitas untuk 

berpartisipasi secara penuh dan efektif di masyarakat28. Definisi ini juga 

menegaskan bahwa disabilitas tidak hanya dipahami sebagai kondisi 

fisik atau mental yang melekat pada individu, tetapi juga mencakup 

faktor lingkungan yang dapat memperburuk atau mengurangi 

kemampuan individu untuk menjalani kehidupan secara mandiri. Oleh 

karena itu, penyandang disabilitas perlu mendapatkan layanan, fasilitas, 

dan akses yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk 

kesehatan dan alat bantu, agar mereka dapat berpartisipasi dalam 

masyarakat secara setara. 

Dengan demikian, kedua definisi ini menyatakan bahwa disabilitas 

tidak hanya dipandang sebagai keterbatasan individu, tetapi juga 

sebagai hasil interaksi dengan lingkungan yang kurang mendukung. 

Keduanya juga menekankan pentingnya aksesibilitas dan layanan yang 

inklusif untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat 

berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat secara setara tanpa 

diskriminasi. 

 
28Kementrian Kesehatan RI, Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 

Bagi Penyandang Disabilitas, ( Jakarta: 2017) , hlm. 17. 
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4. Pelayanan Jamkesus 

Jamkesus memberikan pelayanan bagi masyarakat penyandang 

disabilitas yaitu penerbitan surat keterangan tidak mampu dan 

rekomendasi untuk mendapatkan jaminan, pelayanan penerbitan surat 

penjaminan dari kantor Bapel Jamkesos, pelayanan kesehatan dasar, 

pelayanan kesehatan spesialistik, pelayanan penyedian/assesment alat 

bantu, pelayanan konsultasi alat bantu, pelayanan assesment untuk 

rehabilitasi terpadu dan pengembangan keterampilan, pelayanan 

administrasi penduduk dan pelayanan update pendataan data 

penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas ini juga diberikan 

fasilitas pelayanan antar jemput setelah sebelumnya di data oleh TKSK, 

LSM, Pamong Desa atau relawan. Adapun fasilitas penjemputan 

menggunakan mobil ambulan dan atau sepeda motor roda tiga yang 

bekerja sama oleh berbagai pihak yang membantu secara sukarela 

seperti rumah sakit, puskesmas, LSM, Lazismu, dan Lazisnu. Adapun 

syarat dan ketentuan penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan 

Jamkesus, sebagai berikut :29 

a. Ketentuan :  

1) Penyandang Disabilitas Penduduk DIY  

2) Miskin/Tidak Mampu  

3) Membutuhkan alat bantu kesehatan (Alat bantu kesehatan yang 

dibutuhkan tidak dijamin oleh JKN BPJS Kesehatan)  

 
29Bapel Jamkessos, “Mekanisme Pelayanan Jamkesus Terpadu Penyandang Disabilitas”,  

https://jamkesos.jogjaprov.go.id/index.php/news/detail_news/mekanisme-pelayanan-jamkesus-
terpadu-penyandang-disabilitas-tahun-2022. 

https://jamkesos.jogjaprov.go.id/index.php/news/detail_news/mekanisme-pelayanan-jamkesus-terpadu-penyandang-disabilitas-tahun-2022
https://jamkesos.jogjaprov.go.id/index.php/news/detail_news/mekanisme-pelayanan-jamkesus-terpadu-penyandang-disabilitas-tahun-2022
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4) Bila pernah mendapatkan alat bantu kesehatan dari Bapel 

Jamkesos, dapat mengajukan kembali alat bantu yang sama 

dengan syarat telah melebihi waktu yang ditentukan sebagai 

berikut : kursi roda adaptif (lebih dari 5 tahun) , orthosis 

prosthesis (lebih dari 2 tahun), alat bantu dengar (lebih dari 2 

tahun) 

b. Syarat :  

1) Fotocopy KTP/Akta Kelahiran  

2) Fotocopy KK  

3) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)  

4) Surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota Foto rumah 

(tampak depan, dalam, dapur, kamar tidur, kamar mandi, bagian 

belakang) Foto alat bantu yang dimiliki (bila sudah memiliki).  

Sementara, dalam hal pelayanan Bapel Jamkesos bekerja sama 

dengan berbagai pihak diantaranya seperti (Dinas Sosial Provinsi, Kota, 

atau Kabupaten), (Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, atau Kota),  

penyedia alat bantu,  Balai Rehabilitasi Sosial dan Vokasional Terpadu, 

Relawan, perguruan tinggi dan lain sebagainya.  

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah serangkaian prosedur atau langkah-

langkah yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data 

yang diperlukan, memastikan ketepatan, serta menganalisis informasi yang 
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relevan.30 Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang 

komprehensif tentang suatu subjek atau fenomena yang sedang diteliti. 

Dengan demikian, metode penelitian menjadi landasan penting dalam 

membangun kerangka kerja yang terstruktur dan valid dalam menghadapi 

tantangan analisis yang kompleks. Adapun metode penelitian yang 

digunakan oleh peneliti sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan 

dalam ilmu sosial yang melibatkan pengumpulan dan analisis data yang 

berupa lisan maupun tertulis serta perilaku manusia. Dalam penelitian 

ini, tidak ada upaya untuk mengukur atau menghitung data kualitatif, 

sehingga tidak ada penggunaan angka dalam analisisnya.31  Alasan 

penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan pemahaman yang dalam dan menghasilkan deskripsi yang 

mendetail tentang masalah yang sedang diteliti yaitu pelaksanaan 

program Jamkesus dan faktor-faktor kompleks yang mempengaruhi 

implementasi program kesehatan. Dalam pengamatan partisipatif 

penelitian ini, melibatkan penyandang disabilitas, keluarga mereka, 

serta penyedia layanan kesehatan dalam pembentukan pemahaman yang 

 
30Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, ed. 1, cet. 1 (Yogyakarta: KBM Indonesia, 

2021), hlm. 5. 
31Haris Herdiansyah,  Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, (Jakarta 

Selatan: Salemba Humanika, 2019), hlm. 9.  
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inklusif tentang bagaimana program Jamkesus diimplementasikan dan 

dirasakan oleh mereka yang terlibat.  

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian merujuk pada individu, objek, atau organisme 

yang menjadi sumber data yang diperlukan dalam proses pengumpulan 

informasi. Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan 

metode purposive sampling. Metode ini memiliki karakteristik yang 

didasarkan oleh subjek yang dipilih karena karakteristik tersebut 

relevan dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Hasil dari 

penggunaan teknik ini, peneliti memilih informan yang dapat 

memberikan kontribusi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian 

yang sedang dilakukan. Pada metode ini informan berjumlah tujuh yang 

menjadi subjek penelitian antara lain: 

1) Dua informan dari Bapel Jamkesos DIY yaitu kepala seksi 

pelayanan jaminan kesehatan dan kepala seksi kepersertaan dan 

pengembangan jaminan 

2) Dua informan dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul yaitu kepala 

seksi rehabilitasi penyandang disabilitas terlantar dan Penyuluh 

Permasalahan Sosial 

3) Penyandang Disabilitas (penerima manfaat) memilih tiga 

informan dengan kriteria antara lain: pernah mengakses/ikut serta 

program Jamkesus, usia 17- 45 tahun, bisa berkomunikasi dengan 

baik. 
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Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah implementasi 

program Jamkesus. Alasan pemilihan objek tersebut karena penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis atau mengevaluasi bagaimana 

program tersebut diimplementasikan dan dampaknya terhadap 

kelompok sasaran, yaitu penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten 

Bantul.  

3. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bantul, yang terletak di 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Bantul dipilih 

sebagai lokasi penelitian karena memiliki program Jaminan Kesehatan 

Khusus (Jamkesus) Terpadu yang telah berjalan dan melibatkan 

penyandang disabilitas. Kabupaten ini juga memiliki infrastruktur 

kesehatan yang cukup memadai dan aksesibilitas yang baik bagi 

penyandang disabilitas, sehingga memberikan lingkungan yang ideal 

untuk mengkaji implementasi program Jamkesus Terpadu. 

Pemilihan lokasi ini juga didukung oleh fakta bahwa Kabupaten 

Bantul memiliki populasi penyandang disabilitas yang cukup besar, 

sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran 

mengenai implementasi program Jamkesus Terpadu. Sehingga dengan 

adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata 

dalam peningkatan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas di 

daerah tersebut. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan metode atau pendekatan 

yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang 

diperlukan dalam penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

teknik pengumpulan data, antara lain: 

a. Observasi  

Observasi adalah cara untuk memperoleh informasi dengan 

mengamati secara langsung objek atau kejadian yang diteliti. Jadi, 

observasi observasi tidak terbatas hanya pada interaksi dengan 

orang, tetapi juga melibatkan pengamatan terhadap objek-objek alam 

lainnya. Dengan demikian, observasi memiliki cakupan yang lebih 

luas dan tidak terbatas hanya pada manusia, melainkan juga pada 

fenomena-fenomena alam atau objek-objek lain yang diamati.32  

Observasi dilakukan oleh peneliti dalam penelitan ini yaitu 

mengamati dan memahami secara langsung pada saat pelaksanaan 

pelayanan Jamkesus Terpadu. Peneliti mengamati secara langsung 

proses pelayanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas, 

termasuk interaksi staf medis dan administratif dengan penerima 

manfaat, penggunaan fasilitas dan peralatan. Pengamatan dilakukan 

pada berbagai tahapan, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan 

kesehatan, hingga pemberian alat bantu dan layanan medis lainnya. 

Peneliti juga mencatat respon dan kepuasan penerima manfaat, serta 

 
32 Sulaiman Saat dan Siti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian (Sulawesi Selatan: 

Pusaka Almaida, 2020), hlm. 95. 
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mencermati kendala dan hambatan yang muncul. Selain aspek 

teknis, peneliti memperhatikan koordinasi antar staf, sikap dan 

keterampilan komunikasi mereka, serta efektivitas sosialisasi 

program. Dengan pendekatan observasi yang menyeluruh ini, 

peneliti dapat mengumpulkan data untuk mengidentifikasi kelebihan 

dan kekuarangan pelaksanaan program Jamkesus Terpadu. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah proses interaksi antara peneliti dan 

masyarakat dalam penelitian, di mana terjadi dialog lisan antara dua 

orang atau lebih yang bertemu secara langsung untuk mendengarkan 

informasi atau penjelasan secara langsung. Dalam kegiatan tersebut, 

seseorang pewawancara akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan 

dengan masalah penelitian kepada seseorang yang diwawancara, 

atau informan.33 

Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan tujuh 

informan. Pertama, kepala seksi pelayanan jaminan kesehatan dan 

kepala seksi kepesertaan dan pengembangan jaminan (Bapel 

Jamkesos DIY). Pertanyaan diajukan terkait proses implementasi 

program Jamkesus dan langkah-langkah strategi dalam memberikan 

pelayanan.  

 
33 Ibid., hlm. 84. 
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Kedua, kepala seksi rehabilitasi penyandang disabilitas 

terlantar dan kepala seksi perlindungan jaminan sosial (Dinsos Kab. 

Bantul). Pertanyaan diajukan mengenai peran Dinsos Kab. Bantul 

dalam mendukung implementasi program Jamkesus dan kendala atau 

hambatan dalam memberikan perlindungan jaminan sosial kepada 

penyandang disabilitas Kabupaten Bantul.  

Ketiga, tiga informan merupakan penyandang disabilitas di 

Kabupaten Bantul sebagai penerima manfaat program Jamkesus. 

Pertanyaan diajukan terkait pengalaman dan persepsi mereka 

terhadap akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan 

melalui Program Jamkesus, serta harapan dan masukan mereka 

untuk meningkatkan efektivitas dan kesesuaian Program Jamkesus 

dengan kebutuhan mereka. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk 

memperoleh data sekunder yang bersumber dari dokumen-dokumen 

yang dapat mendukung data primer yang diperoleh melalui 

wawancara. Teknik dokumentasi atau yang sering disebut sebagai 

teknik dokumenter Merupakan cara untuk mengumpulkan data 

penelitian dengan menggunakan berbagai dokumen yang telah 

terekam.34  

 
34 Ibid., hlm. 97. 
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Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi 

untuk mengetahui informasi mengenai sejarah Bapel Jamkesos 

seperti visi dan misi serta program pelayanan yang dilaksanakan. 

Adapun dokumentasi yang didapat oleh peneliti berupa flyer, 

laporan, surat undangan pribadi, dan foto sebagai dokumentasi 

pendukung. 

5. Teknik Analisis Data 

Penelitian kualitatif ini, menggunakan teknik analisis data model 

interaktif dari Miles dan Huberman yang berpendapat bahwa terdapat 

tiga tahapan dalam analisi data, yaitu:35 

a. Pengumpulan data  

Proses pengumpulan data mengarah pada penghimpunan 

informasi primer dari berbagai sumber, termasuk namun tidak terbatas 

pada hasil observasi, wawancara, dokumentasi, catatan lapangan, dan 

sejenisnya. Data ini merupakan bahan mentah yang diperoleh dari 

pelaksanaan penelitian, yang nantinya akan diolah dan dianalisis untuk 

mendukung proses penarikan kesimpulan. 

b. Reduksi data 

Pada tahap ini, fokus utama adalah merangkum informasi 

penting, mengidentifikasi tema dan pola yang muncul, serta membuat 

laporan yang komprehensif. Proses reduksi data melibatkan langkah-

 
35 Ibid., hlm. 118-119.  
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langkah seperti membuat ringkasan, mengeksplorasi tema, dan 

menyusun laporan secara detail. 

c. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data 

yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan 

yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang 

valid dan konsisten saat peneliti ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya. 

6. Teknik Keabsahan Data  

Keabsahan data atau validasi merupakan salah satu teknik untuk 

melihat sejauh mana data yang dikumpulkan dalam penelitian atau 

analisis dapat dipercaya dan relevan. Keabsahan data sangat penting 

karena dapat memengaruhi kepercayaan terhadap temuan penelitian dan 

kesimpulan yang diambil dari data tersebut. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan triangulasi sumber. 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan memeriksa data dari beberapa sumber yang berbeda dengan 

membandingkan informasi yang diperoleh. Jadi, peneliti 

mengumpulkan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Kemudian, peneliti membandingkan informasi dari berbagai sumber 

untuk mencari kesamaan atau perbedaan, misalnya antara pandangan 

penyandang disabilitas dan staf pelayanan Jamkesus Terpadu. Setelah 

itu, peneliti memverifikasi temuan dengan memeriksa konsistensi data 
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di berbagai sumber untuk memastikan keabsahan informasi. Langkah 

terakhir, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah 

diverifikasi, memberikan pemahaman yang lebih akurat tentang 

implementasi program.36 

G. Sistematika Pembahasan 

Peneliti membagi sistematika pembahasan ini menjadi empat bab 

yang di dalamnya terdiri dari sub bab tertentu. Berikut merupakan 

sistematika pembahasan :    

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini mencakup latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan  penelitian, kajian pustaka, kerangka 

teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.  

BAB II GAMBARAN UMUM. Bab ini berisi gambaran secara 

umum mengenai gambaran umum penyandang disabilitas Di Kabupaten 

Bantul dan program Jaminan Kesehatah Khusus (Jamkesus) Terpadu. 

BAB III HASIL PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN. Pada bab 

ini mendiskripsikan sejarah, implementasi, dan evaluasi  program Jamkesus 

Terpadu terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul menurut  

reori indikator keberhasilan Merilee S. Grindle.  

BAB IV PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan akhir yang 

merupakan penjelasan singkat mengenai jawaban rumusan masalah yang 

dikaji dalam penelitian ini. Kemudian, berisi saran yang tujukan pada 

peneliti selanjutnya, daftar pustaka, dan lampiran.  

 
36Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, cet. 19 (Bandung: 

Alfabeta, 2013), hlm. 274. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian skripsi ini membahas dan menganalisis implementasi 

atau pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) Terpadu 

di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Berdasarkan pembahasan dan analisis 

yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, peneliti dapat menarik 

beberapa kesimpulan penting  sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan implementasi Program Jamkesus Terpadu di Kabupaten 

Bantul menunjukkan upaya sistematis dan terstruktur dalam 

memastikan akses layanan kesehatan khusus bagi penyandang 

disabilitas. Program ini memiliki kelebihan dalam hal koordinasi yang 

baik antar pemangku kepentingan, alokasi anggaran yang memadai, dan 

integrasi pelayanan yang mencakup berbagai tahapan mulai dari 

pendaftaran, verifikasi data, pemeriksaan kesehatan, hingga 

penyesuaian alat bantu. Selain itu, fasilitas kesehatan ramah disabilitas 

memastikan layanan yang tepat dan sesuai kebutuhan. Namun, 

kekurangan dalam implementasi ini mencakup penurunan layanan dan 

pembiayaan pada tahun-tahun tertentu, ketergantungan pada teknologi 

pendaftaran yang dapat menjadi hambatan bagi penerima manfaat 

dengan keterbatasan literasi, serta koordinasi antar lembaga saat 

pelaksanaan layanan Jamkesus Terpadu One-Day, One-Stop Service 

yang masih perlu ditingkatkan.  
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2. Evaluasi implementasi Program Jaminan Kesehatan Khusus (JKT) 

Terpadu di Kabupaten Bntul menunjukkan kemajuan signifikan 

berdasarkan indikator keberhasilan Merilee S. Grindle. Program ini 

berhasil meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang 

disabilitas, dengan jumlah peserta yang signifikan, yaitu 194 pada tahun 

2023. Penerapan sistem one-day, one-stop-service serta peningkatan 

infrastruktur yang ramah disabilitas telah memperbaiki aksesibilitas dan 

kepuasan peserta. Terlibatnya penerima manfaat dalam proses 

perencanaan dan pemantauan serta penyediaan manfaat komprehensif 

seperti pelayanan kesehatan, penjemputan, dan alat bantu 

mencerminkan upaya program dalam memenuhi kepentingan kelompok 

sasaran. 

Namun, evaluasi juga mengungkapkan beberapa kelemahan sebagai 

berikut: 

a. Adanya pendaftaran pelayanan Jamkesus Terpadu dengan sistem 

online yaitu penyebaran informasi menggunakan flyer dan link 

google formulir. Belum ramah aksesibilitas untuk penyandang 

disabilitas tuna netra.  

b. Pergantian pegawai di Bapel Jamkesos yang mengganggu 

koordinasi staf dan menyebabkan penumpukan antrean dalam 

pelayanan kesehatan. Masalah ini menunjukkan perlunya 

peningkatan dalam manajemen sumber daya manusia dan 

koordinasi antar pihak terkait. 
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Pemerintah belum memiliki data valid mengenai jumlah 

penyandang disabilitas beserta jenis disabilitasnya, yang 

menghambat perencanaan dan pelaksanaan program secara optimal. 

c. Upaya pemantauan dan pelaporan melalui berbagai metode, 

termasuk laporan berkala dan informal via WhatsApp, perbaikan 

dalam pengelolaan dan koordinasi, serta pembaruan data yang lebih 

akurat masih diperlukan untuk mencapai efisiensi yang optimal dan 

memastikan bahwa program ini memberikan manfaat yang 

maksimal bagi penyandang disabilitas. 

3. Dampak implementasi Program Jaminan Kesehatan Khusus Terpadu 

(JKT) di Kabupaten Bantul telah memberikan dampak signifikan bagi 

penyandang disabilitas, mencakup dampak langsung, jangka menengah, 

dan jangka panjang. Dampak langsung terlihat dari akses pemeriksaan 

kesehatan dan alat bantu, seperti kursi roda dan brace penyangga kaki, 

yang memungkinkan penerima manfaat menjalani aktivitas sehari-hari 

dengan lebih mandiri. Sementara itu, dampak jangka menengah terlihat 

dari peningkatan kualitas hidup, di mana penerima manfaat aktif 

berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi, berperan sebagai atlet 

dan relawan di komunitas mereka. Selain itu, program JKT juga 

memperkuat sistem kesehatan dan meningkatkan kesadaran tentang 

hak-hak penyandang disabilitas, mendorong advokasi yang lebih 

efektif. Dengan partisipasi aktif, penerima manfaat tidak hanya 

merasakan perubahan dalam hidup mereka, tetapi juga berkontribusi 



128 

 

 

 

pada perubahan sosial yang lebih inklusif, sehingga JKT berhasil 

memberdayakan penyandang disabilitas untuk memperjuangkan hak-

hak mereka. 

Secara keseluruhan implementasi Program Jaminan Kesehatan 

Khusus (Jamkesus) Terpadu di Kabupaten Bantul, yang menunjukkan upaya 

sistematis dalam memastikan akses layanan kesehatan bagi penyandang 

disabilitas melalui koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan, 

alokasi anggaran memadai, dan integrasi pelayanan yang mencakup 

berbagai tahapan. Meskipun program ini telah berhasil meningkatkan 

kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas serta memperbaiki 

aksesibilitas melalui sistem one-day, one-stop-service, beberapa tantangan 

masih ditemukan, seperti ketergantungan pada teknologi yang kurang ramah 

bagi penyandang disabilitas tertentu, masalah koordinasi karena pergantian 

staf, dan kurangnya data valid penyandang disabilitas. 

B. Saran  

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan mengenai implementasi 

program Jamkesus Terpadu di Kabupaten Bantul, penelitian ini 

merekomendasikan beberapa saran, sebagai berikut:  

1. Penelitian selanjutnya 

Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada evaluasi aksesibilitas 

Program Jamkesus Terpadu, dengan perhatian khusus pada kekurangan 

yang ada dalam pemberian informasi dan sistem akses pelayanan. 

Khususnya, penting untuk meneliti bagaimana format informasi dan 
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sistem akses yang digunakan saat ini mungkin tidak memadai atau 

kurang bervariasi, sehingga tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan 

penyandang disabilitas dengan berbagai jenis kebutuhan. 

2. Praktik Pekerja Sosial 

Peran pekerja sosial dalam implementasi Program Jamkesus 

Terpadu (JKT) di Kabupaten Bantul yaitu memberikan dukungan 

kepada penyandang disabilitas. Praktik pekerja sosial yang efektif 

sangat krusial dalam membantu penyandang disabilitas mengakses 

layanan kesehatan yang disediakan oleh program ini. Pekerja sosial 

tidak hanya bertindak sebagai pendamping, tetapi juga memastikan 

bahwa kebutuhan khusus penyandang disabilitas terpenuhi selama 

mereka menerima layanan kesehatan. Praktik pekerja sosial ini sangat 

sesuai dengan teori dan prinsip dalam bidang pekerjaan sosial, yang 

menekankan pentingnya pendekatan holistik dan berbasis kebutuhan 

dalam pelayanan sosial. Mereka harus mengintegrasikan berbagai 

sumber daya dan bekerja sama dengan berbagai lembaga seperti Bapel 

Jamkesos dan Dinas Sosial, serta organisasi masyarakat seperti 

Masyarakat Peduli Penyandang Disabilitas (MPPD), untuk memberikan 

pelayanan yang komprehensif dan inklusif. 

3. Kebijakan 

Untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif dan inklusif dalam 

Program Jamkesus Terpadu, beberapa saran perlu dipertimbangkan. 

Berikut adalah beberapa rekomendasi formulasi kebijakan yang perlu 
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diperbaiki: 

a. Menyusun kebijakan yang lebih inklusif dengan 

mempertimbangkan kebutuhan khusus berbagai jenis disabilitas, 

untuk memastikan bahwa semua penyandang disabilitas dapat 

mengakses layanan dengan mudah dan efektif. 

b. Mengimplementasikan mekanisme evaluasi dan revisi kebijakan 

secara berkala untuk menilai efektivitas program, mengidentifikasi 

masalah yang muncul, dan menyesuaikan kebijakan sesuai dengan 

kebutuhan dan umpan balik dari penyandang disabilitas. 

c. Menyediakan sumber daya tambahan untuk mendukung 

pelaksanaan kebijakan, termasuk pendanaan, pelatihan bagi tenaga 

kerja, dan alat bantu yang diperlukan untuk meningkatkan 

aksesibilitas dan kualitas layanan. 
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